KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAN
PEMERINTAH KOTA BATAM
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

NOMOR  : 120.23/KDH.37/KB-01/2022
NOMOR  :181/1.1.02/8/MoU/2022

NOMOR  :03/K/TM.00.02/111/2022
NOMOR  :10/KB/2022

NOMOR : 11/KB/PENGTAS-KS/1I1/2022

NOMOR  :33/MoU/III/2022
NOMOR  :415.4/KS-KB/6/2022

NOMOR  : 11/Kdh/KKA/MoU/III/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh

dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

I.  ANSAR AHMAD : Selaku  Gubernur Kepulauan Riau,
berkedudukan di Istana Kota Piring, Gedung

Mahmud Riayat Syah

Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK

KESATU.
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I RAHMA ¢ Selaku Wali Kota Tanjungpinang,
berkedudukan di Jalan Daeng Marewa
Nomor 1 Senggarang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

[ MUHAMMAD RUDI . Selaku Wali Kota Batam, berkedudukan di
Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Batam, selanjutnya disebut
PIHAK KETIGA.

IV. ROBY KURNIAWAN : Selaku PIt. Bupati Bintan, berkedudukan di
Jalan Raya Tanjungpinang — Tanjung Uban
KM 42 Bandar Seri Bentan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut
PIHAK KEEMPAT.

V. AUNUR RAFIQ . Selaku Bupati Karimun, berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman-Poros Tanjung
Balai Karimun, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Karimun, selanjutnya disebut PIHAK
KELIMA.

VI. M. NIZAR : Selaku Bupati Lingga, berkedudukan di Jalan
Istana Robat-Daik, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Lingga, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

VII. WAN SISWANDI : Selaku Bupati Natuna, berkedudukan di
Jalan Batu Sisir Bukit Arai Ranai, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Natuna, selanjutnya
disebut PIHAK KETUJUH.

VIII ABDUL HARIS : Selaku Bupati Kepulauan Anambas,
berkedudukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah,
Pasir Peti, Kecamatan Siantan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya
disebut PIHAK KEDELAPAN.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan;

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama
Daerah Dengan Pihak Ketiga .
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PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH dan PIHAK KEDELAPAN
selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut
PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PARA PIHAK adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi di Wilayah
Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang salah satu tugasnya merumuskan kebijakan peningkatan
kesejahteraan masyarakat; dan

b. bahwa Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah,
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan
mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya di wilayah masing-
masing, secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja
PARA PIHAK dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung

peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan
masyarakat.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA
PIHAK untuk melakukan kerja sama sesuai urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan
pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama adalah Kerja Sama Antar Daerah yang
berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
a. Urusan Pemerintah Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi:
1. pendidikan;
kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang;
perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
6. sosial.
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar, meliputi:
tenaga kerja;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
pangan;
pertanahan;
lingkungan hidup;
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
pemberdayaan masyarakat dan desa;
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
perhubungan;
komunikasi dan informatika;
. koperasi, usaha kecil dan menengah;
. penanaman modal;
. kepemudaan dan olahraga;
statistik;
persandian;
kebudayaan;
perpustakaan; dan
18. kearsipan.
¢. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
kelautan dan perikanan;
pariwisata;
pertanian;
kehutanan,;
energi dan sumber daya mineral,
perdagangan;,
perindustrian; dan
transmigrasi.
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d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
1. perencanaan;
keuangan;
kepegawaian;
pendidikan dan pelatihan;
penelitian dan pengembangan;
inspektorat; dan
fungsi fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
e. Urusan Pemerintahan Umum
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Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan
Perjanjian Kerja Sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Kepala Perangkat Daerah yang diberi kuasa khusus oleh PARA PIHAK
sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan
pada anggaran PARA PIHAK serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan Desember 2024 dan dapat
diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan
Bersama, wajib menyampaikan secara tertulis kepada para pihak lainnya,
paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan
Bersama ini berakhir.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan
pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis,
disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
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PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

PIHAK KEEMPAT

PIHAK KELIMA

PIHAK KEENAM

PIHAK KETUJUH

PIHAK
KEDELAPAN

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

C.q Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

JI. Dompak, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau Telp. (0771) 457000
Email: maikwkepriprov.go.id

Pemerintah Kota Tanjungpinang

Cq Bagian Pemerintahan Setda Kota
Tanjungpinang Jl. Daeng Marewa Kel. Senggarang
Kec.Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang -
29115 Email :

Pemerintah Kota Batam

C.q Bagian Kerjasama Setda Kota Batam

Jalan Engku Puteri No.1 Batam Center - Batam
Telepon : (0778) 462164 Faksmili : (0778) 461813
Email: bagiankerjasama2@gmail.com

Pemerintah Kabupaten Bintan

C.q Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban KM 42.
Bandar Seri Bentan, Telp : (0771) 8080058 Faks :
(0771)8080059,

Email: bintan88pemerintahan@gmail.com
Pemerintah Kabupaten Karimun

C.q. Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama
Setda Kabupaten Karimun, Komplek Perkantoran
Bupati, Jl. Jend. Sudirman-Poros Tanjung Balai
Karimun Kabupaten Karimun Telp. (0777) 7366010,
Faks. (0777) 7366112, Email
pengtasks@gmail.com

Pemerintah Kabupaten Lingga

C.q Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lingga
Jalan Istana Robat - Daik Lingga Kepulauan Riau
Kode Pos 29872. Email:
tapem.setdalingga@gmail.com

Pemerintah Kabupaten Natuna

C.q Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Natuna
Jalan Batu Sisir - Bukit Arai Ranai Telp : (0773)
31554, Email : bagiankerjasama@natunakab.go.id
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

C.q Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Kepulauan Anambas Jl. Raja Haji Fisabilillah -
Pasir Peti, No. Kab.Kepulauan Anambas Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos : 29791, Email
bagianpemerintahankka@gmail.com
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(2) Apabila ada perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut
berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya
dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK
berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan sederajat dan
berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik, paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(3) Apabila terjadi perubahan atau hal yang belum diatur dalam Kesepakatan
Bersama ini dituangkan dalam addendumyang disepakati oleh PARA PIHAK
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 8 (delapan)
bermaterai, dengan dibubuhi stampel PARA PIHAK yang masing-masing sama

bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan oleh
PARA PIHAK.

HRIBY RUPIAH .
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PIHAK KEENAM, PIHAK KELIMA,

PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KETUJUH,
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